
MEMORANDUM ofAGREEMENT
(PERJANJIAN KERJASAMA)

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERJ FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

LEMBAGA PENEUTIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITIJT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

TENTANG
PENINGKATAN BIDANG PENEUTIAN DAN PENGABDIAN KEPAOA MASYARAKAT

SERTA PENINGKATAN SUM BER DAYA LAINNYA

Nomor : 0304/Un.23/Ll/04/2026
Nomor : B-68/ln.15/LP2M/KS.02/04/2026

Pada hari Senln tanggal 27 bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (27-04-2026), kaml

: Ketua yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga
Penelltla.n dan Pengabdlan Kepada Masyarakat
Univenlta.s Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu. beralamat di Pagar Oewa, Kee. Selebar,
Kota Bengkulu, Bengkulu 38211, yang selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA
Ketua yang bertindak untuk dan atas nama Lembaga
Penelitlan dan Pengabdlan Kepada Masyarakat
lnstitut Aganu Islam Neger1 Pontianak. Jalan
Soeprapto Nomor 19 Pontianak Kallmantan Baral
PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PlHAK KEDUA untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai PIHAK dan
secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan
Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebilgi berikut:

Pasal 1
CASAR HUKUM KERJASAMA

Undang-Undang Dasar Negara Republlk Indonesia Tahun 1945:
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republlk lndonesl.i Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301):

3. Undang•Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pendldikan Tinggi (Lembar.m Negera
Republlk Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RepubHk
Indonesia Nomor 5336):
Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendld!kan Tinggi;

5. Peratur.m Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendldlkan
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peratur.m Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
lndonesla Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Neg.,ra Republlk lndonesla
Nomor 5410);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;

yang bertanda tangan di b.lwah tnl:

Dr. Rini Fitria, S. Ag., M. Si
0

Dr. Usman M.Pd.I
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1. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tent.mg Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;

8 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendid!ltan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lemb.iran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 16, Tamb.ihan Lemb.iran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang
Penyelenggara.an Kerjasama pada Kementerian Agama;

1.0. Kepucusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama antar
Perguruan Tinggi dan Lemb.iga Dal.am Negeri dan Luar Negeri.

Pasal 2
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerjasama ini y;mg dimaksud dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dan Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Pontianak
adalah dalam kerjasama peningkatan di bidang Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat serta Peningkata.n sumber daya lainnya secara berkelanjutan.

TUJUAN
Perj;,mjian Kerjasanu. ini bertujuan untuk meningk.ltkan hubungan kelembagaan antara
PARA PIHAK untuk dapat saling menunjang dalam peningkatan di bidang Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyaraltat serta Peningkatan sumber daya lainnya di masing-masing
instansL

Pasal 4
RUANG LINGKUP KERjASAMA

Kerjasama ini sesuai dengan kewenangan. tugas dan fungsi masing·masing. PARA PIHAK.
meliputi peningk;iun mutu cb.lam bidang penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
sertill peningkatlln sumber daya lainnya.

WEWENANG DAN PROGRAM
1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam b.itas-batas

kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. peningkatan sumber daya lainnya serta
pengemb.ingannya di lingkungan kedua instansi.
Program kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma
Perguruan Tinggi serta peningkatan sumber daya lainnya yang meliputi:

0

0

Kegiata.n seminar, work.shop, dan penulisan karya ilmi.ah;
c. Kegiatan literasi keagamaan dan gender;

Keglatan publikast dan penerbitan
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat;

b.

d.
••r.
g. Kolaborasi program lingkungan hidup;
h. Kolaborasi pelatihan lisensi halal dan

Kegiatan lainnya yang disepakati PARA PIHAK

PELAKSANAAN KEGlATAN
Perjanjlan Kerjasama ini merupakan induk/payung dari Perjanji.lln Kerjas.ama yang disusun
tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan atau ditindaklanjuti
oleh berbagai unit/lembaga di lingkung;,m PARA PIHAK.

Parat PHAK KEDUA
Lembar 2 dari4 Halaman



Hak dan Kewajiban akan dimusyawarahkan bersama dan dituangkan dalam Perjanjian
Kerjasama tersendiri sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Pembiayaan dan hal-hal yang terkait dengan implementasi kerja.sama inl ak.an d!atur leblh
lanjut dan dituangkan dalam surat Perjanjlan Pelaksanaan Kerjasama menurut ketentuan
yang berlaku berdasarkan anggaran dan kemampuan PARA PlHAK.

JANCKAWAKTU
Perjan]ian Kerjasama lnl bertaku untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak
ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang. diuhah atau
d!batalkan setiap waktu atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis.

2. Perjanjian Kerjauma lnl dapat berakhlr dan/atau batal dengan sendlrinya apablla ada
ketentuan dart perjanjlan ini yang bertent:mgan dengan perundang-undangan yang
bertaku.

PASALlO
FORCE MAJEURE

(1) Dalam hal tldak terpenuhlnya ketentuan dan syarat•syarat dari Perjanjlan Kerjasama inl
oleh PARA PIHAK sehagai akihat dart hal-hal dlluar kemampuan PARA PIHAK untuk
mengatasi, yang termasuk tetapl tidak terbatas pada: perubahan peraturan pemerintah,
blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam
bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lalnnya maka
tldak ada kewa]iban dart PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lalnnya dalam bentuk
apapun juga.

(2) Dalam hal inl terjadl sebagalmana pada ayat 1 (satu), maka PIHAK yang terkena aklbat
dart Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lalnnya dengan
dlsertal buktl-bukti paling lambat 14 (empat belas) hart kerja setelah terjadlnya Force
Majeure tersebut.

Pasal 11

Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Perjanjlan
Kerjasama lni, PARA PlHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan
mufakat

LAIN-LAIN
Ketertkatan PARA PlHAK dalam Perjanjian Kerjasama ini disesualkan dengan kemampuan
maslng-masing plhak dan tetap menjaga serta mengacu pada peraturan dan ketentuan
yang berlaku.

2. Hal-hal yang belum dlatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dlatur kemudlan atas
persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tak
terplsahkan dart Perjanjian Kerjasama lnl

Paraf PIHAK PERTAMA: ( Para' PHAK KEDUA
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acas nrta Mrmaterai cukup .se:ru mempunyai kelwau.n hukum yang sama se1elah
diuiJ'ldacanganl dan dibubuhi ap oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
Lembap Penelitian dan Pengabdian Kepada

Fatmawati Sukarno Bengkulu

••

PIHAK KEDUA
mbaga Penelltlan dan Penpbdian Kepada

Masyarakat IAIN Pontianak

0
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